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Riau yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pembelajaran yang berartt

u terimakasih
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bersama-sama.

Semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik secara langsung
maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan penulis
3

proposal ini. penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kek
elemahan, untuk ini penulis mengharapkan kritik serta



dalam rangka kesempurnaan tulisan ini. Mudah-mudahan ini bern

pembacanya amin-amin yarobba’alalamin.
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas [lmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Peserta

13 :ﬁ' cara syah bahwa
menuhi sebagian atau
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PENDAHULUAN
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falah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dals




dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar

dan demokratis
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pemerintahan Desa dibutibKan dalam berbagai aspek

L]

kehidupan masyarakatnya, ¥
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Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.
Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan




kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal — usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan
pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman |,
partisipasi, otonomi asli, dekonsentrasi, dan pemberdayaan masyarakat.”
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g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa,
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¢. Menetapkan petugas yang
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Tl pemungutan penerimaan Desa

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa




AN disay yepepe jur udwnyo(

-
-

nery wesy sejsidAm) ueeyeisnding

mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah

i\\g

atan swadaya
bih besar dan
ya itu. Untuk

dan lembaga-

ALRNALY

Desa dan Pemberda

¢. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya 3

. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial.
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mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

g Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
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| uang dan barang yang

Bahwa pengelolaan kekayaan milik desa harus memenuhi asas akuntabel.

Keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintahan pusat dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan wewenang

kepada pemerintah desa agar bisa mengolah , memberikan kebijakan,




mengatur keuangan untuk kepentingan masyarakat perdesaan. Tujuan

berikutnya agar dapat menfokuskan pelaksanaan pemerintahan desa oleh

pemerintah desa langsung tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat,

o] n Dana
= : |
terpadu |

= |
E omi  tumbuh '
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; E jejaring, dan
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g g pembangunan
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; = g Prioritas
E-_ : adanya padat
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g :‘; ifat produktif |
% = _ |
. dan teknologi
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E ’:- merupakan desa yang
E Desa Pangkalan Serik adalah
E salah satu Desa yang terdapa matan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Perbatasan Desa Pangkalan Serik yaitu disebelah Utara berbatasan dengan Desa
Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, disebelah Selatan berbatasan dengan Desa

Bakung Kecamatan Langgam, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Buluh

Nipis Kecamatan Siak Hulu,dan disebelah Barat berbatasan dengan Desa
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Sako Kecamatan Langgam. Kecamatan Siak Hulu memiliki luas wilayah 98.707
ha ( 987,07 km?) terdiri dari 12 Desa dengan pusat Pemerintahan berada di desa

Pangkalan Baru.

At

L LLLY

Tahun 2021

Jumlah Pendapatan

- Alokasi Dana
i Rp.566,264.000 | Rp523.116800 | Rp370218244
- DanaDesa | Rp.1407.551.000 RP'1'67§'269'°°° Rp.1.249.790 244
Jumlah pendapatan | Rp.1.623.234.000 | RP1390952000 1 gy o0 2605,

Rp.518.541.900




Penyelenggar

aan
Pemerintahan
Desa
g’;dan Rp.784.893.005 | Rp.300.200.500 | Rp.123.520.000
25.752.000
e Asss'os';oﬂq R 91.007.900
= %
=
3
)
g:_ 444, p. 435.600.000
=
- - ;
- = : .
E. | Rp.1.623.234.000 .1.249.790.244
d E. us/ - e
E. - n —} Ry 96 08. p 87.068.100
-« o
2 % Sumbe Pa paten Kampar
=
E'}': = T an Dan Belanja
0 KANBA
W = Desa ( . ten Kampar dari
o
2 = Tahun 201 i t ah Belanja Desa
TR . e
E f’ untuk bidang in menurun, dan yang
E paling banyak m pada tahun 2019 vyaitu
g berjumlah Rp.784.893.005. enyataannya peneliti melihat bahwa

pembangunan Desa di Desa Pangkalan Serik masih terlihat pembangunan yang

proses pengerjaannya lama dan cenderung terbengkalai, dan akses jalan menuju

Desa tersebut masih tanah atau bebatuan.




Dari data yang ada penulis mendapatkan fenomena sebagai berikut:
1. Terindikasi bahwa tranparansi rencana penggunaan dan pertanggung

Jawaban APBDesa masih rendah, serta APBDes yang disusun tidak

AP disay yepepe fur udwnyo(

nery wejsy sejssA) ueeyeisndiog

kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 77




C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tata Kelola Dana Desa di Desa
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BABII

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR
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Menurut Syafiie (200 pemerintahan adalah ilmu yang

mempelajari  bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur

(legislatif), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan :

daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiw

gejala pemerintahan,secara baik dan benar.




Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2005 ; 32-33) Ilmu Pen

didefiniskan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
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Menurut Syafiie (2011:4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan

badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal
atau oun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit

ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:




a. Ada dua pihak yang terlibat yaitu yang pertama pihak yang memerintah
di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat

fungsi-fungsi pemerintah yaitu pelayanan yang mana dalam kamus besar

u cara melayani dan
h imbalan
L~ n jual beli
1]
'_3 aba, pelayanan
= ‘ clayanan itu
7 &7
=)
E' E" aruh yang
=
= tidak dapat
B = P
)
; — ‘v ya bersamaan
El
;. ah selanjutnya
=2
o = Ik memperkuat
-
E- : m masyarakat,
-t
B S
m okl s
=
;E E emampuan untuk
g ; es sumber daya dan
E mutu hidupnya (baik secara
g‘ atnya dalan arti luas). Dengan

pemahaman ini pemberdayaana dapat diartikan sebagai proses terencana

guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan.
Fungsi pemerintah selanjutnya adalah pembangunan suatu yang, dari
oleh, untuk masyarakat , sehingga pembangunan bukanlah




direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk mem

kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga

pembangunan  adalah  pembangunan manusia seutuhnya dan

inya, pembangunan
dup setiap
- usia dan
1]
ke
=
a
; &
S
B
= pokok
; .
EI
= —
i S
g g gan dari luar,
-
E- =— yang dapat
-,
E ‘3 tegritas Negara
=
p—
E = b mya gontok-gontokan
E perubahan apapun yang
ﬁi
=

¢. Menjamin diterapkannya perlakuan yang asli kepada setiap warga

masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi

keberadaan mereka.
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d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah,

atau yang akan lebih terlaksana.

sebagai  kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi
pemerintah, yaitu pemerintah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan

bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan




kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya

pakan bagian dari
posisi dan
:E han desa
<
= ntahan oleh
[« /]
-
; S engatur dan
=
g g sul dan adat
; o ahan Negara
=
g % rintahan Desa
-
E- i H oleh perangkat
=t
g I-‘g!
; — raan pemerintahan desa
p—
§ = ermusyawaratan Desa
E (BPD) merupakan si dalam penyelenggaraan
ﬂ.' pemerintahan desa.
=

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang dalam wadah sebuah secremm;. A




pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan tekni:
kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari:

a. Sekretaris Desa
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d. Menetapkan peraturan desa

e. Menetapkan anggaran dan belanja desa

f  Membina kehidupan masyarakat desa

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
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h. Mengembangkan sumber pendapatan desa

i. Mengusulkan dan menerimaa pelimpahan sebagian kekayaa Neik R

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

’“ _,
'I,..
=
v

a
’

mewujudkan kepentingan umum.




3. Konsep Tata Kelola B

Menurut Akhmadi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suat

a' pemerintah dan

kemudahan di
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merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-
pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi Jug@

R T L
....
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warga desa pada desa bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam

setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan vang diselenggarakan

oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat
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dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan

tidak langsung.

d. Tertib dan disiplin Anggaran

xi Nomor 20 Tahun

. sarl Peraturan Mentes At
ke ko

% I, anggaran

ﬂ;‘

NATL)

-
()

bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis
desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang
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pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas
dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu :
a. Keadilan yang mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa

S \
N | LTS8 ot T

'\13\"\"%\"'"%0‘

. Memajukan perekonomian

d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.




Pengalokasian dari dana desa diantaranya:

1. Dana desa setiap kabupaten atau kota dialokasikan berdasarkan perkalian

antara jumlah desa setiap kabupaten atau kota dan rata-rata dana desa

QAN RNAEY

i
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Berikut adalah Bagan pengaturan Desa dan Dana desa

Gambar I1.1 Bagan Pengaturan Desa dan Dana Desa
UU 6/2014 tentang

- l

be

-
K07

mindaan dan atau pemotongan
w pc ng

nsfer Ke Daerah dan Dana
dengan PMK Nomor

pemberdayaan masyarakat desa yang juan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peneingkatan kualitas hidup penanggulangan kemiskinan, dan

kesejahteraan masyarakat.
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B. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan dana desa

adalah sebagai berikut:’

.

:@
g usyawaratan
hingga pengunaan
partisipasi

kegiatan
ukup tinggi.
penjaringan
kendala dari
masyarakat
T3 masyarakat
gutan ADD.

Akuntabilitas
ara  signifikan
dlaan keuangan.
semakin tinggi
dan akuntabilitas
bagus manajemen

A

Putra (2

A;- _h
)."_:

4

" A A0

R

X

L]
e
g
SN

penelitian ini deskriptif
atif . hasil penelitian adalah
pada tahap perencanaan ADD
telah menerapkan prinsip-prinsip
Akuntabilitas Pengelolaan | partisipasi  dan transparansi.
4 : Alokasi Dana Desa Pada | Penerapan partisipasif dibuktikan
Wijayanto Tri Desa Tirtomartani | dengan keterlibatan masyarakat
2019 Kecamatan Kalasan | menghadiri musyawarah dalam
Tahun Anggaran 2018 perencanaan ADD melalui forum
Musyawarah padukuhan dan juga
musyawarah Desa. Sedangkan
prinsip  Transparansi  sudah

dilakukan  pemerintah desa |




I.‘

)

-t don
€ |

waRNNeNeet

o

AP disay yepepe jur udwnyoq

-
-

dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji tentang pengelolaan dana desa.
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C. Kerangka Pikir By
Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas,

maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah:

¢

ﬂ\!f

) tid: ¢ menggambarkan

bahwa partisipasif

it masih kurang terlibat
pengambilan keputusan pada

tiap mpat yang diselenggarakan

ah desa
L g

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan

bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan
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selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini N
baik variable maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pangkalan Serik

5. Tata kelola Pemerintahan Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini

menggunakan indikator sebagai berikut:
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atan atas penggunaannya sesuai dengan
prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa
pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Perundang- undangan

yang berlaku.
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E. Operasionalisasi Variabel

Tabel 11.2 Operasional Variable tentang Tata Kelola Dana Desa Di Desa

Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

prinsip
kelola




BAB I
METODE PENELITIAN
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atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan

fakta yang ada dilapangan.
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dﬂaksanakan desa tem Pangkalan Sel'ik.
Dite eliti 4 |
beb na s S
yang enm esa - mﬂ . atan Siak
Hulu p ”
C. Key Inf n
i ada dua tipe yai Informan.
Key In adalah mereka 'ané ahami memiliki
informas dib istilah dalam
penelitian @k ada penelitian
. ANBA
yang terlib ksi sosi g tidak terlibat
langsung dal - 171-172).
= L]
an

No Nama ah Keterangan

1 Jundri a 1 Informan

2 Ramadi Murdani 1 Informan

3. Maya Utari Bend Desa 1 Informan

4. Mahyunis Ketua BPD 1 Informan

5 Fahrurrozi RT il Informan

6 M . Nur RW 1 Informan

7 Udir Tokoh Masyarakat 1 Informan
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D. Teknik Penetapan Informan Penelitian
Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik

purposive sampling. 7Teknik Purposive sampling adalah teknik pengambilan

an_pertimbangan terte mbangan tertentu ini

" aly xn ™),




E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

bagai laporan 1
pengelolaan

lulu Kabupaten

DI disay yepepe jur udwnyo(

Menurut Sugi . Q ﬁ “‘ pengumpulan data adalah langkah

yang paling yang paling stra nelitian , karena tujuan utama dari
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penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan
bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural
setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan
banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Maka untuk mengetahui langsung bagaimana pengelolaan dana desa yang ¢ ;

dilakukan di desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,

peneliti melakukan wawancara semi terstruktur tentunya peneliti telah memahami

ian penelitian. selain
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hari, baik pekerjaan maupun aktifitas lainnya yang berkaitan dengan
lingkungan subjek (Emzir, 2014:39)
b. Observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dimana

peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan objek




diteliti. Peneliti hanya sebagai pengamat dari objek aiin? m

|
|
[r diteliti. Peneliti hanya menganalisis dari setiap data yang dicatatnya
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Wawancara menurut Herdiansyah (2013;31) Wawancara adalah

sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua

orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah
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pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan :
mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.

3. Dokumentasi

maupun

kualitatif. ]

data berlangsung seca
penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif
berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,




dan mengorganisasi data dengan kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dz

diverifikasi.

2 Penyajian data (Display)
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data.
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H. Jadwal Penelitian
Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 111.2 Jaglwiﬁhn,waktu penelitian tcntang-rﬁ’taJxelola Dana Desa di

Desa Pangh m amatanSm!j. : nKampar
V. a™ . - e 3 \
Pl : \’ ~ Bulan/Minggu ke Tahun 2 9
- No | Jenis Kegiatan | September | Oktober November | Desember Januari Februari
2 23T ad e RGeS0 2 3 PAVLI 2SN | 82 3 (4[1(2]3]4
Peny usunan’ ' E

"5 ! up W mF
E 2 | Seminar UP"
- 3 | Revisi UP
% = 4 Revisi
' ~ Kuisioner
o - 5 Rekomendasi L
— T _ Survay

= Survay - i

i 6 :
: = Lapangan
. 12 7 | Analisis Data |
< s Penyusunan ' '
o — g | Laporan Hasil
; = Penelitian
b (sknipsi)
E b= 9 Konsultasi
7T Revisi Skripst
; & Ujian
— = 10 | Komprehensif
= = Skripsi
E . 11 | Revisi Skripsi
w 12 Penggandaaan
i Skripsi
ﬁ 4
=
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